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PANITIA KHVSVS DPRl>~' OVINSI SVMATERA BARAT 
HASIL PEMBAH.ASAN RANC GAN PERATVRAN DAERA.H 

PROVINSI S . TERA BARAT 
TEN :!ANG! 

PEMANFAATAN DAN PENGGVNAAN BAGIAN JALAN 
Disampaikan 

' I Pada Rapa!t Gabungan Komisi 
I . I 

Seni:Q, tangsal, 3 Agustus l015. 
. I 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Ketua-ketua Komisi 

Yth. Sdr. Rekan-rekan Anggota DPRD rz-ovinsi Sumatera Barat 

Yth. Para Hadirin yang berbahagiaL 1 

I 
Puji syukur marilah sama-sra kita persembahkan kehadirat 

Allah SWT, karena berkat rahma~, hi1a~ah :dan karunia serta berkah-Nya 

kita masih diberikan kesehatan. dan k:ekuatan lahir dan bathin sehingga 

pada hari ini dapat melaksanalfan rapat gabungan komisi dalam rangka 

penyampaian laporan P~itia hyst' s Pelf. I bahasan Ranperda ten tang 

Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian alan. 1

1 

• 

'. 
I 

. : 
' 

Shalawat beriring salam, disaxp.paikan kepada arwah junjungan 

kita, Nabi Besar Muhammad SAW ~emimpin dan suri tauladan umat 

Islam yang telah memberi petunjuk dan pedoman hidup terhadap 

umatnya, sehingga umatnya mendapftkan kebahagian dan keselamatan 

hidup baik didunia ma1,1pun diakhirat.'1 
i 

I 

Pada kesempatan yang berbabagia ini, kami Panitia Khusus 

Pembahasan Ranperda ten tang· Pe~anfatan dan Penggunaan Jalan 

menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan rekan-rekan anggota 

Dewan yang telah memberika9 kf!sempatar dan kepercayaan kepada 

Panitia Khusus melakukan pemb~asi: n !lesuai dengan mekanisme. 
I I 

1: 
Berkenaan dengan hal yang ikemukakan diatas, perkenankan 

kami untuk menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan Ranperda 

tersebut dengan sistematika sebagai b~rikut: 
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I. PENDAHULUAN. 

A. Latar Belaka:o.g. 

Jalan sebagai sJ.la!l satu prasarana transportasi yang 
I . , 

' I 

merupakan urat nadi kehidu* ma~yarakat mempunyai peranan 

penting dalam usaha penge anglin. kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan 

untuk mewujuQ.kan 1.1asaran 1pembangunan seperti pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan 

perwujudan keadilan sosiall bar seluruh rakyat Indonesia. 

Pembangl.l.nan jalan da1am rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat atas angkutan b+ang dan jasa (orang) yang aman, 

nyaman, dan berdaya guna renar-benar dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. ' 

Jalan 1.1ebagai bagian sistem transportasi Nasional atau 

Provinsi mempunyai perahe.f pentingl terutama dalam mendukung 

ekonomi, sosial budaya, lin~gan,1 ~olitik, serta pertahanan dan 

keamanan. Dari aspek ekorlomi Jalan sebagai modal sosial 

masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, 

pasar dan konsumen akhir. 

Dari aspek sosial ibl.ldaya, keberadaan jalan membuka 

cakrawala masyarakat y~g 1apat menjadi wahana perubahan 

sosial, membangu.n toleran$i, an mencairkan sekat budaya. Darii 

aspek lingkungan keberadaan alan diperlukan untuk mehdukung 

pembangunan berkelanjl.lta.n. 

Pari aspek politik. :keo 1.rada~ jalan menghubl,lngka,n dan 
' 

mengikat antar daerah, lsed~gka,n dari aspek pertahanan dan 

keamanan, keberadaan Jalt lmemberikan akses dan mobilitas 

dalam penyelenggaraan si,ste~ fe~fnan dan keamanan. 

Semua pusat kegiataf beserta wilayah pengaruhnya 

membentl,lk satuan wilayah pehgembangan. Pusat pengembangan 

dimaksl.ld dihubungkan dalam satu hubungan hirarkis dalam 

bentuk jaringan jalan y~ng , menl.lnjukkan struktur tertentu. 

Dengan struktur tersebl.lt, bagifin jaringan jalan akan memegang 
' 

peranan masing-masing seSIUai rengan hirarkinya. 

I 
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I . i 
Kedudukan jaringan jhlan sebagai sistem transportasi 

menghubungkan dan men~k4 seni~a pusat kegiatan sehingga 
I 

pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya 

pengembangan berbagai tr~sportasi secara terpadu, baik 

transportasi darat, laut matipun udara. 

Begitu sangat penting peranan jalan bagi lalu lintas 

angkutan darat, sehingga 
1 
perh.i dijaga kelestarian dari 

kelangsungan fungsinya. Dew~sa ini sering terjadi pemanfaatan 

dan penggunaan bagian jalani tidak tertib dapat menimbulkan 

kerusakan jalan dan kemacetaA lalu ,lintas sehingga terganggunya 

pelayanan terhadap masyarakat. 

Dalam rangka 'm9njawab i tantangan tersebut dan 

memberikan kepastian huku~ gun~ meningkatkan kesadaran 
I I · . 

masyarakat, Pemerintah Provlnsi Sumatera Barat mempunyai 
I 

inisiatif membuat Ranperda ten tang Pemanfaatan dan Penggunaan 

Bagian Jalan sehingga dihBfapkan nanti ketertiban dalam 

pemanfaatan dan penggup.aan bagian jalan dapat terwujud. 

Kemudian Ranperda ters$ut 1 disampaikan ke DPRD Provinsi 

Sumatera Barat untuk dib~as ~esuai mekanisme yang berlaku. 

Sesuai fungsi yang melekat pada DPRD diantaranya yai~ 
! 

fungsi legislasi, maka OPRD I Provinsi Sumatera Barat sudah 

melakukan pembahasan deng~ SKPD terkait, Asosiasi, Organisasi 
! 

Profesi, Perguruan Tinggi,' Pemerintah Kabupaten/Kota 

se-Sumatera Barat gufl!B. ,melengk!fpi dan menyempurnakan 
. I • 

muatan, isi dan substansi' d~ Rahcangan Peraturan Oaerah 

terse but yang nantinya akan ditetapk~ menjadi Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. ! 

B. Landasan Huku:w.. 

1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan 

2. Undang-undang Nomor ~21hun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

3. =~:: Nom.,-'17 run 2014 ten- Suoujum Qan 

keduc;lukan DPR, OPD, 1 DPRD Provinsi dan OPRD 
I 

. I I 
Kabupaten/Kota. ;I 

4. Undang-Undang Nomqr 23 tahun: 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana I te~ah diu~F beberapa ka1i terakhir 

dengan Undang-Undan:g l'i'.omor 9 Tahurt 2015. . , I ~-

1 I . : 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M2/2010 
' tentang Pedoman Pemahfaa:tan dan Penggunaan Bagian Jalan. 

. . I 

6. Peraturan Daerah ProVinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 

2007 tentang Rencana Pe~bangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJP) Provinsi Sumatera ~kat ~un 2005-2025. 

7. Peraturan Daerah Provins~ Sumatera Barat Nomor 13 tahun 
' 

2008 tentang urusfUl Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
! 

Pemerintah Daerah Ftovi,nsi Sum~tera Barat 

8. Peraturan DPRD Provins~ ;' mate.ta Barat Nomor 1 tahun 2014 

tentang Tata Tertib DPRD , ovinsi Sumatera Barat. 
I: I • 

9. Keputusan Hasil Rapat ~adan' 'Musyawarah DPRD Provinsi 

Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Barat tangga,l 6 ~uli 2015 tentang Penyesuaian dan 

Lanjutan Agenda Kegiarn ~PRD Provinsi Sumatera Barat pada 

Masa Persidangan Kedua T~hun 2015. 
I I , 

10. Keputusan Pimpinan DPR? Provinsi Sumatera B~t Nomot: 

13/Kep.Pimp/20015 tangg~ 12 Juni 2015 tentang Penetapan 
I 

Pimpinan dan Keanggota~ Panitia Khusus DPRD Provinsi 

Sumatera Barat PembahaJan Rkperda tentang Pemanfaatan 

dan Penggunaan Bagian Jalan. 

c. Maksud dan Tujua~;~.. . 
1 

I , 

1. Maksud, untuk mencari titif. tern¥ dan menyamakan persepsi 
antara Pemerintah Provin~i Sumatera Barat dengan DPRD 
Provinsi Sumatera 8arat dalam rangka penyempumaan materi 
dan substansi Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunan 
Bagian Jalan. 

2. Tujuan, memberikan p~rtimbangan guna menyusun langkah­
langkah kebijakan selari.ju~ya dalam rangka penyempurnaan 
materi dan substansi , Rafperda tentang Pemanfaatan daJ?­
Penggunaan Bagian Jalan. · 

I 

D. Personalia Tim Pa~;~.itia Khusqs. 

1. Drs. H. Guspardi Gaus, M:6i 
2. Ismunandi Sofyan, SE 1 

3. H. Muzli M Nur, S.Pd 
4. Irwan Afriadi · 
5. H. Yulfitni Djasiran, SH 1 

6. Prof. Drs. Erman Mawardi,l Dipl AIT 

Koordinator. 
Ketua. 
Wakil Ketua. 
Sekretaris 
Anggota 
Anggota 
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II. 

I 
7. Syaiful Ardi, S.Sos, M.' Hu¢ 
8. Asrul Tanjung, S.Ag ', 

9. Drs. H. Burhanuddin Pas,ribu 
10. Endarmy · 
11. H. Rafdinal, SH 'I 
12. H. Saidal Masfiyudc;lin, SH 
13. Syafril Ilyas, S.IP , 
14. H. Suwirpen Suib, S;Sos 
15. Yulfadri Nurdin, SH 
16. Sabrana, SE 
17. Rizanto Algamar 
18. Rahmad Saleh, Farm 
19. Taufik Hidayat, SE I 
20. Jasma Juni Dt Gadang, SE 
21. Ora. Hj. Sitti Izzati Az~ . 
22. Drs. Iswandi Latief, MM 
23. H. Nofrizon, S.Sos 

l 
I 

:I 

Anggota 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 
Anggota. 

KEGIATAN YANG DILAKSAN~. 
A. Tanggal 16 Juni 2015, mel kl:in Rapat kexja dengan SKPD 

terkait dalam rangka 'emb~asan Ranperda tentang 
Pemanfaatan dan Penggunaan Jalari. 

B. Tanggal 18 s/d 21 Jun~ 2015, melakukan kunjunga.n kexja ke 
Kota Bukittinggi . dan ~oj:a Payakumbuh dalam rangka 
mensosialisasi Ranperda cl.~ menerima masukan. Selanjutnya 
melakukan peninjauan lapani· an m~ .. ninjau jalan Provinsi di Kota 
Pariaman dan Kota Padang. i i ; . 

C. Tanggal 22 '1!1/d 25 Juni 2015, melakukan Konsultasi ke 
Kementerian PU Dixjen 13ina Marga dan Kementerian 
Perhubungan Dirjen Perhuburj.gan Darat. 

D. Tanggal 26 s/d 27 Juni i20l5, melakukan kunjungan kexja ke 
Kota Padang Panjang dalatp rangka mensosialisasikan dan 
Menerima masl.lkan terhadap ~anperda tentang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian Jalan., I , 

E. Tanggal 29 Juni 2015 s/d 4 Juli 2015, melakukan Studi 
Kompratif ke ke Provinsi Nus~ Tenggara Barat dan Provinsi Jawa 
Barat dalam rangka men~bah referensi, wawasan dan 
pengayaan materi dari , Raqperda tentang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian Jalan. 

F. Tanggal 6 Juli 2015, melakukan Rapat Kexja dengan Pemerintah 
KabupatenjKota se-Sumatera Barat yang juga dihadiri oleh SKPD 
Provinsi Sumatera Sarat I I 1 

G. Tanggal 7 Juli 2015, melakukan Ra~at Dengar Pendapat dengan, 
Perguruan Tinggi dan Organi~asi Profesi yang juga dihadiri oleh 
SKPD Provinsi Sumatera Sarat. . 

H. Tanggal 23 s/d 24 Juli 2015, melakukan Rapat kexja dengan 
SKPD Provinsi Sumbar yang terkait dalam rangka Pembahasan 
Bab per Bab, pasal per pa~al dari Ranperda tentang Pemanfaatan 
dan Penggunaan Bagia.n Jalan

1 

I 
I s 



III. 

I. Tanggal 28 s/d 31 Jl,lli 20l5, cielakukan konsultasi akhir ke Biro 
Hukum Kemendagri d,alam r rangka penyempumaan hasil 
pembahasan dengan SKPD . terkait terhadap Ranperda tentang 
Pemanfaatan dan Penggurtaap Bagian Jalan. 

i ' 
HASIL YANG DICAPAI/HASIL PEMBAHASAN. 

A. Rapat kerja dengan SKPD t~rkait I 'dalam rangka pembahasan 
Ranperda tentang Pemanfaatari dan Penggunaan Bagian Jalan. 
Dari Rapat kerja tersebut didapatkan hasil sbb: 

I 1. Secara umum Draf Ranperda tentang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian .,Jalan sudah memenuhi persyaratan 
secara akademis dan t~lah ,nelalui kajian yang matang. 

2. Substansi dan isi ~an erda tentang Pemanfaatan dan, 
Penggunaan Bagian Jal ini diharapkan nantinya setelah 
ditetapkan mampu me gatasi permasalahan terhadap 
pemanfaatan Ruang Manf t J~an dan Ruang Milik Jalan 
pada Jalan Provinsi di Su · tera Barat. 

. ' 

3. Perlu penajaman pasal-pas~, sosialisasi terhadap muatan dan 
isi dari Ranperda ini sehingg nanti bisa diharapkan mengatasi 
permasalahan pema.Pfaatan dan penggunan Bagian Jalan 
pada Jalan Provinsi di Sumatera Barat. 

4. Ranperda ini sudah merupakah suatu kebutuhan dalam 
rangka menata dan 'mbnerti~kan para pengguna clan 
pemanfatan jalan pada, Jallm ProYi.nsi di Sumatera Barat. 

5. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mempunyai 
komitmen yang kuat dalam rangka menata dan menertibkan 
para pemakai dan penggunk Jalan. 

6. Dalam rangka sinergitas diharapkan Perda ini nanti menjadi 
payung hu.kum bagi. Pelinerintah Kabupaten/Kota dalam 
membuat Ranperda tentang pemanfaatan dan penggunaan 
Bagian Jalan di Kabupaten~Kota.~e-Sumatera Barat. , ' 

7. Penguatan-penguatan ter adap · sanksi perlu dipertegas 
sehingga nanti Ra.nperda i . i setelah ditetapkan menjadi Perda 
bisa membuat efekjera ter~adap para pelanggar. 

8. Perlu dilakukan penajamJ.n mdteri terhadap Ranperda ini, 
sehingga sasaran yarig ingin dicapai dan diinginkan terhadap 
penataan dan penertiban terhadap ruang manfaat jalan dan 

ilik 'al I ! 1 ruang m J an. , 1 ' 

B. Tanggal 18 s/d 21· Juni 2Qd, me~kan kunjungan kerja ke 
Kota Bukittinggi dan Kota Payhlrum\:)uh dalam rangka menerima 
masukan, mensosialisasikan Ranper'cta teritang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian Jalan, s~lanjutnya melakukan peninjauan 
jalan Provinsi di Kota Pariamap dan Kota Padang. Adapun hasil 
yang didapatkan dari kegiatan tersebut sbb: 

1. Secara umum Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah 
Kota Payakumbuh saqgat[ merespon dan menyambut baik 
Ranperda yang disusun o~eh Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat dalam rangka m:enap. dan menertibkan pemakai dani 
pemanfaatan Jalan, sehingga fungsi Jalan dapat beijalan 
sesuai dengan peruntukanriya. 

I 
li 

6 



l I 

! I I 
2. Pemerintah Kota Bu~ttingg\. dan Pemerintah Kota 

Payakumbuh, mendukurlg se~enuh~ya Ranperda tentang 
Pemanfaatan dan Pen~naan Bagian Jalan ini ditetapkan, 
sehingga Perda ini nanti iakan menjadi Payung hukum bagi 
Pemerintah. 

3. Pemerintah Kota !Bukittinggi · dan Pemerintah Kota 
Payakumbuh memberl 

1 

masukan terhadap pasal sanksi 
agar dipertegas sehingg sasaran yang ingin dicapai dalam 
Ranperda ini sesuai d~ng harapan. 

4. Jalan Provinsi di Kota P ·aman,terutama Pasar Ulakan tidak 
berfungsi sesuai deng; peruntukannya karena sudah 
dimanfaatkan oleh pe. dag g, ~ehingga fungsi jalan tersebut 
tidak sesuai lagi dengan ~ ngsinya untuk kepentingan umum 
dan sarana transportasi. ' ! 

5. Jalan Provinsi dL Kota Padang juga tidak berfungsi 
sebagaimana yang :diharapkan 

1 
karena jalan terse but lebih 

banyak dimanfaatk8n i olC~h pedagang kaki lima, sehingga 
fungsi jalan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. 

i ! 
C. Tanggal 22 s/d 25 J1,1ni ~015,: iMelakukan Konsultasi ke 

Kementerian Pek~Ijaan Utn1,1m ' Diijen Bina Marga dan 
Kementerian Perhubungan Diijen Perhubungan Darat. 

Dalam melakukan Kons1,1ltasi Tim Panitia Khusus mendapatkan 
masukan dan saran yan~ s~gat l;lerharga dan penting dalam 
rangka penyempumaan lljlUatrn dan substansi Ranperda tentang 
Pemanfaatan dan Pengg\inaap Bagian Jalan. Adapun masukan 

dan saran sbb: ' :J' ' 
1. Masukan dan saran dari ementerian PU Diijen Bina Marga. 

a. Kementerian Pekerja . Um1,1m menyatakan apresiasi dan 
menyambut baik terha:tlap Ranperda tentang Pemanfaatan 
dan Penggunaan Bagian ' Jalan yang disusun oleh 
Pmerintah Provinsi Sumatera Barat, karena sangat penting 
sekali untuk mehgatur dan menertibkan terhadap ruang 
manfaat jalan da!n ruang milik jalan sehingga jalan dapat 
berfungsi secara Optiiifl dan I maksimal. 

b. Peraturan Daerah ten1lang Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian Jalan yang se'p.ang • dibahas oleh DPRD Provinsi 
Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat telah mengacu dan mempedomani serta tidak 
bertentangan dengan 

1

Undang-undang nomor 38 tahun 
2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 
tentang dan Peraturan Menteri Pekeijaan Umum nomor 
20/PRT/M/2010 tent&ng Pemanfaatan dan Penggunaan 

c. :::::!an. Provi~si i S1,1matera Barat dimin,ta aga~ 
memaksimal fungsi J':-}an, sehingga Jalan sebagai sarana 
transportasi dapat Frfungsi sebagaimana yang di­
harapkan dalam rang memberikan pelayanan kepada 
Masyarakat. · ! ! 

I 
I 
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d. Fungsi Jalan juga dimkksimal sehingga dapat menata dan 
menertibkan penngguna dan pemakai jalan sehingga 
tercapainya kebers~haxt dan kerapian Kota. 

e. Pengaturan tentan~ Pdmanfaatan dan Penggunaan Bagian 
Jalan harus didasarkah pada status jalan, oleh karena itU 
disarankan agar selur1uh ruas jalan daerah di Sumatera 
Barat lebih dahulu ditetapkan statusnya oleh penyeleng-

' gara jalan sesuai den~[m kewenangan sebagaimana diatur 
dalam Undang-undan~ No111or 38 tahun 2004 tentang 
Jalan. · : . 

f. Untuk Penerimaan pendapatan daerah terkait pemanfaat­
an dan penggun~an bagian )alan bisa melalui mekanisme 
retribusi de,erah · d~ 1ewa p~manfaatan dan penggunaan 
bagian jalan sebl'tgaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 271 tahuh 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/qaerah. 

g. Sistematika pengaturan Ranperda tentang Pemanfaatan 
dan Penggunaan Bagiap Jalan adalah sebagai berikut: 

1) BAB I K~ten~an Umum. 
2) BAB II Bagiwr dan Fungsi Jalan. 
3) BA:S III P&laatan dan Penggunaan Bagian 

J~an. i 

4) ;lAB IV I~i~, · komendasi, Dispensasi Pemanfaat-
an d~ Pen~gtmaan Bagian Jalan. 

5) BAB V Hak, ~ewajib. an dan Larangan. 
6) BAB VI Pembi!Paan Clan Pengawasan. 
7) BAB VII Peran Serta 1Masyarakat. 
8) BAB VIII fembiayaan. 
9) BAB IX ketentuan P<fnyidikan. 

11) BAB XI Ketim an Peralihan. 
12) BAB XII Keten an PJnutup. 

10) BAB X Keti:nf· an Pi1dana. 

2. Masukan dan saran da · Dir~ktur Perhubungan Darat 
Kementerian Perhubungan sbb: 

a. Pertimbangan Dasar HukUilll yang digunakan ditambahkan : 

(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 

(2) Peraturan PemerintaA Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Manajemen dan Rbkayasa Lalu Lintas. ' 

I ' 
(3) Peraturan Pemerin~. Nomor 37 Tahun 2011 tentang 

Forum Lalu Lintas ~11 Anglrutan Jalan. 

(4) Peraturan Menteri P5thub~ngan Nomor 96 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pdaksariaan Kegiatan dan Rekayasa 
Lalu Lintas. ' 

i 

b. Ketentuan Pasal 36, diusulkan m,enjadi : 

(1) Dinas dan Dinas 
1 

Pqrhubungan dan Informatika me­
lakukan evaluasi 1 t~knis :ctan peninjauan lapangan 
terhadap permo~o~an ~ang telah dinyatakan memenuhi 
persyaratan admm1str . s1 oleh Badan. 
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(2) Dinas melakukan
1 

ev~uasi teknis yang berkaitan deng~ 
pemanfaatan jalan f.ang harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana diatur 1· alam pasal 15 ayat (2) huruf c,e 
dan f. • 

: i 

(3) Dinas Perhubungan an Informatika melakukan evaluasi 
yang berkaitan . dengan pemanfaatan jalan yang harus 
memenuhi keteri.tufil.ll sebagaimana diatur dalam pasal 15 
ayat (2) huruf a,b dl:!n d. . r-. ' 

(4) Jika hasil evaluasi iteknis dan peninjauan lapangan 
sebagaimana dimaks*d pada ayat (1) telah memenuhi 
persyaratan, maka Kepala Dinas dan Dinas Perhubungan 
dan Informatika menerbitkan rekomendasi izin. 

c. Ketentuan Pasal 56, dius1.flkan menjadi: 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Pemanfaatan dan 
. I 

Penggunaan Jalan1 Di~as dapat: 

(a) Melakukan sosialiJasi Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian Jalan. 1 

1 · 

(b) Mell,lkukan koordi~asi dengan forum La.lu Lintas dan 
Angkutan Jalan. I 

(c) Melakukan P~ndi~ikan, 1 pelatihan dan bimbingan 
teknis bagi pemangku kebijakan, instansi, lembaga 
dan badar. terkait; pengguna jalan dan masyarakat 
umum. . , 

1 

(d) Koordinasi dab ~erj~asam~ dengan Instansi terkait. 

(2) Forum Lalu Linta~ dan Mgkutan Jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11) hunl.fb, terdiri dari unsur: 

(a) Dinas. 
(b) Badan. i 
(c) Dinas Perhubungah dan Informatika. 
(d) Satuan Polisi ~am · ng Praja. · 
(e) Kepolisian Da~ah 
(f) Badan Usaha 1 Mi Negara dan/atau Badan Usah~ 

Milik Daerah yan kegiatan usahanya dibidang lalti 
lintas dan angku jalan. ' 

(i) Tenaga Ahli d~bid , g lal1r1lintas dan angkutan jalan. 

(g) Asosiasi perusah*' angkutan umum di Provinsi. 
(h) Perwakilan Pergu · an Tinggi. 

G) Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya 
dibidang lalu, lintas dan angkutan jalan. 

(k) Pemerhati lalu lintas dan angkutan Jalan di Provinsi. 
I I I 

(3) Ketentuan lebih lanjUt merl.genai Pembentukan Forum 
Lalu Lintas dan An~tati Jalan ditetapkan dengan 
Keputusan Gubemur.l 

' 

D. Tanggal 26 s/d 27 Juni 2015, melakukan kunjungan kerja ke 
Kota Padang Panjang dal9.Ilil rangka mensosialisasikan dan 
menerima masukan terhadap ~anperda tez;1tang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian Jaian. , Dari hasil kegiatan tersebut 
didapatkan masukan dan sara.f sbb : 
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1. Secara umum Pemerintabi Kota' Padang Panjang menya,mbut 
baik Ranperda yailg disusun oleh Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat dSJ.am rangkei. menata dan menertibkan 
pemakai dan pemanfaat!ani Jalanf sehingga fungsi Jalan dapat 
berjalan sesuai dengan pefntu~rmya. 

2. Pemerintah Kota Padang 1 Panjang, mendukung sepenuhnya 
Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan 
ini ditetapkan, sehingga Perda ini nanti akan menjadi Payung 
hukum bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menata 
dan menertibkan para perriakai dan penggunajalan. 

i 

3. Pemerintah Kota Pac;l.an~ Panjang memberikan masukan 
terhadap pasal sanksi !agar dipertegas sehingga sasaran yang 
ingin dicapai dalam Ra,npetda ini sesuai dengan harapan. . 

E. Tanggal 29 Juni 2015 sd 4 Juh 2015, melakukan Studi Kompratif 
ke Provinsi Nusa Tenggara B;at dan Provinsi Jawa Barat dalam 
rangka menambah wawas ' , referensi dan masukan guna 

' mendalami dan menyempurri!akan 1 muatan dan substansi dari 
Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. 
Adapur. hasilnya sbb : 

1. Provinsi Nusa Tenglllja Barat. I 

Provinsi Oarah Nusa Tengara Barat telah memiliki Peraturan 
Oaerah nomor 5 tahuh !2012 tentang Pemanfaatan Jalan. 
Panitia Khusus DPRD ~rovin~i Sumatera Barat bersama 
Pemerintah Provinsi S1,1matera Barat mendapatkan informasi 
dan masukan yang sangat berharga dan penting yaitu : 

a. Isue Strategis yang rrielatar belakangi penyusunan dan 
pembuatan Ranper~a ten tang Pemanfaatan jalan sbb: 

1) Terjadinya perub~an regulasi tentang Jalan baik 
berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan 
Peratl,lran Daerah. 

2) Terjadinya penurun layanan fungsi jalan. 

3) Peningkatan Kapa, itas ,dan kualitas layanan pada 
ruas-ruas jalaii per otaan maupun luar kota. 

I I 

4) Maraknya pelanggatan pemanfaatan ruang milikjalan. 

b. Kronologis Penyu~unan Perda sbb : 
I ' I 

1) Peraturan Daetah' Provinsi 
1

Nusa Tenggara Barat nomor 
5 tahun 2012 merutakan· ~usul inisiatif DPRD Provinsi 
Nusa Tenggara I;3arat ! 

2) Pembuatan Naskah adehtik. 

3) Penyampaian Draft Fierda oleh Eksekutif 

4) Pembahasan oleh D~RD bersama Eksekutif. 

5) Peml;lentukan Ptiti4 Khusus. 

6) Studi Kompratif., I 
7) Penetapan. I 

.I 

I 
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c. Landasan Hukun Pen~sunan Perda. 

1) Undang-undang N6mor 
1 

64 Tahun 1958 tentang 
Pementukan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur 

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. 

3) Undang-Undang 1 No*or 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

4) Undang-Undang! No~or 22 Tahun 2009 tentang Lal~ 
Lintas dan Angku~ .Jalan. ' 

5) Peraturan Peme.rin~ Nop:1or 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan. J • 

6) Peraturan Daerith Jovinst Nusa Tenggara Barat Nomor 
3 Tahun 2009 ten tang Tata Ruang Wilayah. 

d. Ruang Lingkup Pbngaturan. · ! 

1) Fungsi Jalan. 
2) Ruang Manraat Jalf. 1 

3) Ruang Milik Jalan. I: 
al 

I, 
4) Ruang Pengawasan1J an. 
5) Bangunan Utilitas. 
6) Penanaman dan Pe~ebangan Pohon. 
7) Izin, Rekomendasi dan Dispensasi. 
8) Pembinaan danl Pengendalian. 
9) Penyidikan. · 1 
10) Ketentuan Pidana. 
11) Ketentuan Peralih,. 
12) Penutup. 

2. Provil).si Jawa Barat. i , 
Pemerintah Provinsi Jawa B,.at s4dah mempunyai Perda Nomor 
21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pemanfatan Jalan. 
Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barch mendapatkan informasi dan masukan 
yang sangat berharga dan (Penting yaitu sbb : 

a. Regulasi inti dari Pera~ran qaerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Gari~ Sempadan Jalan yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan. 1 

4) Peraturan Pemerintah. Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan~Pemerintah dan lain-lain. ' 

b. Garis Sempadan Jalan. I ' 
Garis Sempadan jalan ad~ah garis pembatas luar pengaman 
untuk dapat mendirikan ~angu~an di kiri dan kanan jalan di 
luar ruang milik jdlan, , yang berguna untuk 
mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para 
pengguna jalan. 

11 
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i. Pengecualian garis sempatlan Jalan. 
Ketentuan mengenai gaHs sempadan jalan dikeeualikan 
untuk eagar budaya, meli~uti: ; 

1) Benda eagar budaya 'I ! 

2) Bangunan eagar budaya. 
3) Struktur eagar b~daya.l 
4) Situs eagar budaya.! ' 'I 
5) Kawasan eagar budeyar 

· I , I 
F. Tanggal 6 Juli 2015, melaku~ Ra,pat Kerja dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota se Sumatera ;.Baratyangjuga dihadiri oleh SKPD 
terkait Pemerintah Provinsi • Sumatera Barat, dengan acara 
menerima masukan dalam rapgka penyempurnaan muatan dan 
substansi dari Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian Jalan. 

Dari Rapat Kerja terse but dida~atkan masukan dan saran sbb: 

1. Pemerintah Kabupaten Tartah Datar. 
. I 

a. Ranperda tentang Pemf11faatan dan Penggunaan Bagian 
Jalan memiliki peranaln yang sangat strategis apabila 
diperhatikan dari aspe~ ke8.Iljlanan dan ketertiban, untuk 
itu Pemerintah Kabupat~n T~ah Datar sangat mendukung 
Perda ini ' ' 

! 
b. Perlu pasal sanksi dalam Ranperda ini agar lebih 

dipertegas, sehingga · bisa m8mbuat efek jera bagi para 
I ' 

pelanggar. 
I ! 

c. PP-mberian izin diharap~an ja.I)..gan sampai tumpang tindih 
antara Pemerintah Provi~si da.ri Provinsi Kabupaten. 

d. Perlu komitmen, sinergitas dan kerjasama yang baik untuk 
penegakan Perda oleh Satpol PP Provinsi dan Satpol PP 
Pemerintah Kabupaten/ Kota. 

2. Pemerintah KabupateniPaslunan. 

a. Pemerintah Kabup*en . Pasaman sangat merespon dan 
mendukung Ranperda ini, karena sangat bermanfaat 
menata dan menertlb para pengguna jalan, sehingga 
pelayanan transportasi apat berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. 

b. Perlu diakomodir dalam: ab Ranperda ini pasal pembinaan 
dan pengawasan sert. ket~rkaitan antara Pemerintah 
Provinsi dengan Pemerintah KB.bupaten/Kota. 

' 

c. Perh.1 dipertegas paJsal sanksi qalam Ranperda ini, sehingga 
membuat efekjera !bagi para pelanggar. 

3. Pemerintah Kabupaten SijJnjung.
1 

a. Pada prisipnya Peme~inkh Kabupaten Sijunjung merespon 
dan menyambut Ranpetda ini, karena nanti Perda tersebut 
akan mengatur dan menata keamanan serta ketertiban 
bagi para penggunajalap. 

b. Masalah sanksi • sangat perlu dipertegas karena 
menyangkut ketertil:>an dan keamanan bagi para pengguna 
jalan. ' i · · 

i 
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' ' c. Dalam Ranperda
1 

ini telah diatur Badan/Dinas, untuk itu 
disarankan har~tp diganti · Badan dan Dinas terse but 
dengan SKPD terkait. ! 11 

d. Pemberian izin disarartkan fllarap jangan sa,mpai tumpah 
tindih antara Peme~tah Provinsi dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. I 

4. Pemerintah Kota Bukittinggi. 

a. Pemerintah Kota Bukittinggi menyambut baik Ranperda 
tentang Pemanfaatan, dan Penggunaan Bagian Jalan, 
sehingga para penggun,an jalan dapat ditertibkan sehingga 
pelayanan terhadap jmasyarakat dibidang tranportasi 
dapat berjalan dengan paik, sukses dan lancar. , 

b. Maksud dan tujuan di~usun dan dibuat Ranperda tentang 
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan agar lebih 
dipertegas lagi. I 

c. Penulisan Bab IV hal!¥nan t18 tentang Izin antara judul 
dengan Isi perlu kesesuaian) untuk itu harap diluruskan 
saja an tara judul :dan uraian ,harus bersamaan. 

d. Perlu diatur dalab pasal Ra!l.perda ini keterkaitan antara 
Pemerintah Provinsi Cl.e~gan Pbmerintah Kabupaten/Kota. 

I 

5. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. 

a. Pemerintah Kabupated Dha.hnasraya sangat menyambut 
baik dan respon Ranperda Pemerintah Provinsi Sumbar 
tentang Pemanfaatan. dan Penggunaan Bagian Jalan 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga nanti 
menjadi acuan d!iln pedoman Pemerintah Kabupaten 
Dharmasraya gun;;j. rtlenetapkan Ranperda yang sama, 
sehingga ada sirierg~ltas antara Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat' qengan Pemerintah Kabupaten 
Dharmasraya. I 

b. Selanjutnya Pemerint~ Dh. armasraya mengharapkan 
setelah Ranperda ini : ditetapkan agar dapat 
disosialisasikan denga111 segera. 

c. Pasal sanksi dalam Ranperda ini perlu diperjelas dan 
dipertegas, sehi~gga Ranperda ini stelah ditetapkan 
menjadi Peraturan D.apat merigatur dan menata tata tertib 
para pengguna jalan! 

1 
I 

6. Pemerintah Kota Pariaman. 1 i 
a. Pemerintah Kota Pari~ sangat merespon dan menyambut 

baik Ranperda Pemerintah Provinsi Sumbar tentang 
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan ditetapkan 
menjadi Peraturan D~er~, sehingga nanti dapat menjadi 
acuan dan pedom~ Pemerintah Kota Pariaman guna 
menetapkan Ranperd~ Yafg sama, sehingga ada sinergitas 
an tara Pemerintah : Proymsi Sumatera Barat dengan 
Pemerintah Kota PariaxP.an

1 
i 

b. Pasal sanksi agar lebih iperjelas dan dipertegas sehingga 
Ranperda ini setelah 'tetapkan menjadi Perda dapat 
dilaksanakan dengan baik, sukses dan lancar. 
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c. Pemerintab. Kota PariamJn berharap setelah Ranperda ini 
ditetapkan menjadi Pertla agar segera disosialisasikan, 
sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman untuk 
menyusun Ranperda yang sama, sehingga koordinasi dan 
sinergitas dapat berjalc:m dengan baik, . sukses dan lancar. 

7. Pemerintah Kota Padang. 
1 

. 

I ' 

a. Pemerintah Kota Padang Jangat menyambut baik dan respon 
Ranperda Pemerintah1 Prcjvinsi Sumbar tentang Pemanfaatan 
dan Penggunaan Bagian 4alan ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, sehingga nanti d~' at ac.uan dan pedoman Pemerintah 
Kota Padang guna m · etap~ Ranperda yang sama, 
sehingga ada sinergi!fs 

1 

tara ~emerintah Provinsi Sumatera 
Barat dengan Pemerintah ota P

1
1adang. 

, I 

b. Pasal Sanksi (ialam 1 Ramperda i ini agar lebih dipeijelas dan 
dipertegas, Ranpe~da1 ·.ini .~etelah ditetapkan dapat 
dilaksanakan secara teita¥tas, flehingga pelayanan terhadap 
masyarakat dibidang 1 tnl.nsportasi dapat beijalan sesuai 
dengan harapan. ' I ! : 

c. Bab pada aturan perallhan I agar dapat dipeijelas dan 
dipertegas lagi sehingga 1sasaran yang akan dicapai dapat 
dilaksanakan dengan sus~es dan lancar. 

8. Pemerintah Kota Agam. 

a. Halaman 14 pasal24 pararaf 4 Bangunan Gedung, sbb: 

1) Ayat 3 e Bangun Bangunan diatas ruang manfaat jalan 
diletakkan paling rendlili 5, meter dari permukaan jalart 
tertinggi. Mengingat f$.ktor keamanan dalam angkutan 
alat-alat khusus, ayat 13 e, disarankan bunyi sbb: Untuk 
bangun bangunan .ciiatfs Rul:mg Manfaat Jalan lebih . dari 
5, S meter dari permuka*n jalqn tertinggi. 

' 

2) Ayat 3 f, untuk memberikan kepastian keamanan terhadap 
pengguna jalan, ~emula ayat 3 f ini berbunyi Konstruksi 
bangUn banguna!n yang bei1Upa fortal dan I atau jenis 
konstruksi lainnya y~~ meliqtang diatas jalan lurus harus 
mempunyai faktor ~eamanan 1,5 lebih tinggi dari faktor 
keamanan standar. Di$arankkn bunyi ayat 3 f ini, yaitu 
Kon.struk.si bangun bangunanl yang berupa fortal dan I atau 
jenis kon.struk.si lainnya yang melintang diatas jalan harus 
mempunyai faktor keamanan 2 kali lebih tinggi dari faktor 
keamanan standar. 1 

3) Ayat 4 d, agar dirubah kata paling sedikit 5 (lima) meter 
dirubah menjadi kata ~aling sedikit 5,5 (lima koma lima) 
meter, sehingga lengl,{apnya ayat 4 d ini berbunyi: 
Bangunan gedung dilet~kkan palinG sedikit 5,5 (lima koma 
lima) meter dari permuklzan jalan tertinggi. · 

4) Ayat 4 e, begitu juga d~· bah dengan kata 5,5 (lima koma 
meter), sehingga bunyi ayat 4 e, sbb: Bangunan gedung 
yang melintas diatas ' ang manfaat jalan diletakan paling 
sedikit 5, 5 (lima koma meter) dari permukaan jalan tertinggi. 
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b. Halaman 7 Ranperda Bagian Kedua Manfaat Jalan pasal 6 
ayat 3, kata hanya aga1 dihilangkan, kata hanya tersebut 
supaya dapat dibuka untlflk peruntukkan lainnya. 

c. Halaman 9 pasal 1l ayat 2, Lebar Ruang Milik Jalan 
sebagaimana dimaksud aye-t (1) paling sedikit sebagal berikut, 
diusulkan dikonversikan C!ialam klasifikasi fungsi atau status 
jalan, tujuannya untuf

1 m~~udahkan dalam aplikasi 
dilapangan. Diusulkan sb · : 1 

' ' 

1) Jalan raya 25 meter menjadi arteri :::!5 meter. 
2) Jalan sedang 15 meter menjadi jalan kolektor 15 meter. 
3) Jalan kecil 11 meter menjadi jhlan lokal 11 meter. 
4) Selanjutnya ditambah jalan lilngkungan 7 meter. 

d. Pasal 13 ayat 4, agar I lebih \detail disesuaikan dengan 
Peraturan Pemerintah Nothor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, 
yaitu: I · 

1) Jalan kolektor primer 10 meter, disarankan menjadi jalan 
arteri primer 15 meter dan 

2) Jalan kolektor sektinder 5 meter disarankan menjadi jalan 
kolektor primer 10 meter. 

3) Jalan lokal primer 7 mdter. 
4) Jalan lingkungan prim 1r 5 meter. 
5) Jalan arteri sekunder 1 meter dan 
6) Jalan kolektor sekunde 5 meter. 
7) Jalan lokal sekunder 3, eter. 
8) Lingkungan sekunder 2 meteh 
9) Jembatan 100 meter d 1 

• arah hilir dan hulu. 

e. Halaman 13 pasal ~2, perlu dikaji dan pertimbangan lebih 
!an jut (keuntungan i dan , kerugiannya bagi daerah), agar 
ditambahkan huruf d ct¥t d, yait\i sbb : 

1) Pohon yang ditanam pa~a median jalan atau jalur pemisah 
harus dilakukan perhel~haraah rutin. 

2) Pohon yang dit<m~ patla m~~ian jalan atau jalur pemisah 
harus ditentukanjenis/spesies serta fungsinya. 

f. Pasal 30 ayat 2, agar dilakukan perubahan, sbb: Penanaman 
pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan peraturan Penind~g-undangan yang berlaku, hal ini 
berkaitan dengan aturan d+bidang tata ruang dan lainnya. 

I 

g. Pasal 33 ayat 1, kata (h!l.bernur agar diganti dengan kata 
penyelenggara jalan, s1hingga bunyi pasal ini sbb: 
Pemanfaatan bagian jalar pada ruang manfaat jalan dan 
ruang milik jalan sebagaim na dimaksud dalam pasal 15 ayat 
(1) wajib memperoleh, iz'i~ dari Penyelenagara jalan. melalui 
Kepala 8adan. : 1 

h. Pasal 31} ayat 1 hr,J.ruf a, disarankan dirubah sbb: 

1) Untuk bangunan ikl~n dan media informasi paling lama 5 
(lima) tahun diwajib~an melakukan registrasi ulang 1 kali 
setahun. i 

1 

2) Untuk bangun banguna1 ditetc:zpkanpaling lama 5 tahun. 
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3) Untuk bangunan gedlg diruang milik jalan d~tetapkan 
paling lama s (lima) tahrn. ~ . 

i. Pasal 40 Dispensasi ayat ~ kata: Gubemur diganti dengan kata 
Penyelenggara jalan. · 

j. Pasal 43 ayat 3\' kata Gubemur diganti dengan kata 
Penyelenggara Jalan ' : I 

k. Pasal44 ayat 1 butir a ditamblil11dengan perhitungan terakhir. 

G. Tanggal 7 Juli 2015, mel~~ .. n R~,Pat Dengar Pendapat dengan 
Perguruan Tinggi dan Organib;i Profesi yang juga dihadiri oleh 
SKPD Provinsi Sumatera Barat. 
Dari hasil Rapat Dengar Pendapat tersebut diperoleh masukan­
masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi kesempurrtaan 
Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. 
Adapun masukan dan saran tirsebut sbb : 

1. ~.PDM~:::::~ ~::::r:~t:~ba~an penggunaan bagi,an jalan 
cukup potensial untu Pendapatan Asli Daerah, terutama 
untuk reklame, pipa PDAM, kabel telepon dan kabel 
listrik, disarankan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian 
Jalan dapat dijadikani sumber Pendapatan 1\sli Daerah 
Provinsi Sumatera Barat. 

b. Karena statusny~ jalan terdiri dari jalan Provinsi, Jalan 
Negara dan Jalarl IqibupatenVKota, sebaiknya Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat dapat memfasilitasi, agar aturan 
tentang Pemanfaatan ~an Penggunaan Bagian Jalan ini 
juga dibuat oleh Pemerlntah Kabupaten/Kota. 

c. DidalRm materi Ranp~rda ~i kayaknya belum terdapat 
aturan yang mengatur tentang kewajiban pemegang izin, 
rekomendasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, 
jika yang bersang~tan melakukan perawatan terhadap 
apa yang mereka 'I pafangjtempatkan di Bagian Jalan, 
sehingga pekerjaan perawatan yang mereka lakukan tidak 
akan menimbulk~ ke 

1 

acetan dan kecelakaan lalu lintas., 

2. Universditas Bung Hatta P dang. 

a. Penyediaan ruang m naikan/menurunkan penumpang 
Angkutan Umum di Lu Badan Jalan. 

b. Penyediaan Parkjr :di 1~ Ba~an Jalan. 
c;. Koordinasi sektor; la,in :;lang menggunakan jalan. 
d. Sanksi hukum yap.g tegas bagi melanggar. 
e. GSB (1/2 Lebar+! 1 reter). 1 

H. Tanggal 23 sd 24 Juli. 201t, mel~ Rapat Kerja dengan 
Kepala SKPD Pemerintah ptovtnsi Sumatera Barat terkait, dengan 
acara Pembahasan Bab per Ba!b pasal per pasal Ranperda tentang 
Pemanfaatan dan Penggunaan'Bagian Jalan. 
Dari hasil rapat kerja tersebut disepakati dan ditetapkan 
beberapa perubahan ~;~bb: 

1. Dalam konsideran mengingat dilakukan penambahan dengan 
Undang-undang Nomor 2~ tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. : 
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2. BAB I Ketentuan !Umum huruf 13, ditambahkan kata 
Pemerintah Daerah, !"e~ingga b\ihyi huruf 13 ini yaitu: Ruang 
Pengawasan jaliul adalcjh tang 1 tertentu di luar ruang milik 
jalan yang penggun~ny diaV-1-asi oleh Pemerintah Daerah 
agar tidak mengganggu partdanga:n bebas pengemudi; 
konstruksi jalan, dan fung i jalab'. ' · 

3. BAB II, semula judulnya ~agian dan Fungsi Jalan, dirubah 
menjadi Bagian Jalan. 

4. Pasal 7 kata bagi jalan arteri dan pada ayat (2) huruf b dan 
huruf c dihapus karen~ bukan merupakan bagian dari 
kewenangan Provinsi, dan figanti, yaitu sbb: 

a. Huruf b, tinggi jalah k~lektor paling rendah 5 (lima) meter 
dan i 

b. Huruf c, kedalaman j~lb ko~ektoryaling rendah 1,5 (satu 
koma lima} meter dan ~ermukaan Jalan. 

!I 
5. Pasal 11 ayat 2 huruf dihapu~, karena bukan merupakan 

kewenangan Provinsi. 

6. Pasal 16, kata di !ruang dig;pti kata di luar, sehingga 
lengkapnya berbunyi: 1 Femanfaatan bagian jalan untuk 
bangunan dan jaringan utt~itas s~bagaimana dimaksud dalam 
pasal 15 ayat (1) hurufla, da!pat dilakukan pada tempat 
tertentu di lu~r ruang man/aatjalan dan ruang milikjalan. 

7. Pasal 19, ayat 2 ditambJh dengan kata spesifikasi teknis, 
sehingga lengkapnya bunyi pasal ini: Rencana kerja, jadwal 
kerja, spesifikasi teknis rhaterial yang digunakan dan cara 
pengerjaan bangunan 

1 

utilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib disetujui oleJi Pemerintah Daerah. 

8. Pasal 21 huruf f, s~mula bunyinya peraturan mengenai 
instalasi listrik, dirhbah menjadi peraturan mengenai 
mekanikal dan elektrikal. I · 

9. Pasal25, dilakukan perub~an dan penambahan sbb: 

a. Huruf d, semula per~ran, mengenai bahan bangunan 
dan, dirubah menjadi · pera.turan mengenai perencanaan 
bangunan kayu atau materiallainnya. 

b. Huruf f, peratura~ mengenai n;tekanikal atau elektrikal. 

10. Pasal 29, penyemp1,1maarl quruf d dan penambahan huruf f, 
yaitu sbb: ' 1 , 

a. Huruf d, semula peraturad men~enai perencanaan bangunan 
beton dan, diganti menjadi peraturan mengenai perencanaan 
bangunan kayu atau materiallainnya. 

b. Huruf f, peratl,tran menr;en~i mekanikal dan elektrikal. 

11. Pasal 32 ayat 2 ditambah kata bagian, sehingga bunyi pasal ini: 
Selain penggunaan bagi(tn j(zlan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kebut!,than penggunclan ruang manfaat jalan dan ruang 
milik jalan dapat berupa pJn.agunaan jalan yang memerlukarl. 
perlakukan khusus terhadap k;nstruksi jalan dan jembatan. ·. 
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12. Pasal 34 huruf b, kata ba~-bagian dikurangi cukup kata 
bagian saja, sehingga lengkapnya bunyi pasal 34 buruf b, ini 
sbb: surat peryataan bertanggung jawab atas kewajiban 
memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan 
utilitas/iklanjmedia informasi/bangunbangunan/bangunan 
gedung untuk keselam~tan i umum dan menanggung segala 
resiko atas segala akibat 1 yang mungkin yang mungkin 
ditimbulkan dari kerusakaiJ yang terjadi atas sarana atau 
prasarana yang dibang'lin/ d~pasang pada bagian Ja4n yang 
dimohonkan; dan 

1 

13. Pasal 37 dilakukan penyem~uma~ rumusan ayat (1) huruf a 
angka 3, semula berbunyi ~ahan: konstruksi dirubah menjadi 
spesifikasi bahan konstruksi. · i 

I 

14. Pasal 44 huruf a angk~ 3, dilakukan penyempumaan, sehingga 
bunyinya spesifikasi ba~ konstru~i sesuai standar. 

15. Pasal 52, dila.kukan p~nab. ~ahan ih.uruf f pada ayat (1) yaitu 
menjaga, merawat dan mernelihara bangunan dan jaringan 
utilitas, iklan dan media inforr.nasi, 1bangun bangunan, bangunan 
gedung selamajangka waktu !Zin, diSpensasi atau rekomendasi. 

16. Pasal 57 ayat 2 ditambah kata satuan kerja, sehingga 
lengkapnya berbunyi sbb ! Pengawasan pemanfaatan dan 
penggunaan jalan sebqgaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Dinas bersama satuan kerja perangkat daerah 
dan instansi terkait. · j 

17. Bab VII, Peran Serta Mfsyarakat, pasal 58, dila.kukan 
perubahan sbb: I 
a. Humf a, kata ruang digap.ti dengan kata bagian, sehingga 

huruf a, lengkapnya beriunyi:.· . tertib dalam pelaksanaan 
pemanfaatan bagia.n jalan. . . 

b. Huruf b, kata ruang di anti dengan kata jalan, sehingga 
bunyi huruf b sbb:niendapatkan kesempatan untuk 
mengajukan saran dan/ atau pendapat mengenai pemanfaatan 
ba.gta.n jalan; i 1 ; • 1 

. ' 

I • 
I. Tanggal 28 sd 31 Juli 2015: Mela.kukan Konsultasi akhir ke Biro 

Hukum Kemendagri dalaln I rangka penyempumaan hasil 
pembahasan Ranperda tentan~ Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian Jalan. I 

Dari hasil konsultasi tersebut. didapatkan masukan dan saran 
sbb: · 

1. Biro Hukum kemend~~;gri . memberikan apresiasi terhadap 
Pemerintah Provinsi Sum*era Barat dan DPRD Provinsi 
Sumatera Barat yang telah berhasil merampungkan muatan. 
dan Substansi dari Ran~erda tentang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian Jalan. I ' 

2. Ranperda tentang Pemanfaajtan dan Penggunaan Bagian Jalan 
telah memenuhi persyarata.ljl formil unt'.lk ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah karena tidak bertentangan dengan Peraturan 
yang lebih atas. · · 

3. Setiap pasal dalam Ranp!1rda ini y~g menyangkut tidak lanjut 
agar ditetapkan dengaA P¢raturan pubemur atau sejenisnya. 

I 

' I' 
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4. Agar dilakukan beberapa: perubahan terhadap Ranperda 
tentang Pemanfaatan dan P~nggunaan Bagian Jalan, yaitu sbb: 

a. BAB VIn, Pembiay&an ~asal 59, semula terdiri dari 2 ayatl, 
digabungkan menjadi i satu ayat. Kemudian dilakukan 
penyempurnaan, sehingga lengkapnya BAB VIII pasal 59 ini 
berbunyi sbb: Segala bi~ya yang timbul dalam pelaksanaan 
pengaturan pemanjaat4n dqn penggunaan bagi.an jaJan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belarya Daerah 
Provinsi Sumatera, Barat dan sumber lain yang syah dan 
tidak mengikat. 

1 

. 

1 1 1 
b. BAB X, Ketentuan ~dana. , · 

Bab ini ini harus menj(mi dda Bab karena harus dipisah 
an tara Bab pengaturan I Sank!li Administrasi dan Bab yang 
mengatur tentang Skksi I I Pidana, maka dilakukan 
perubahan sbb: 

1) Bab IX tentang Keten1uan Sanksi Administasi, terdiri dari 
3 pasal yaitu pasal60 sd pasal62. 

I 

2) Bab XI tentang Ketentuan Pidana, terdiri dari 1 pasal 
yaitu pasal 64 dengam 3 (tiga) ayat. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN. 

A. Kesimpulan. 

Setelah Panitia Kl11,1sus DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan 
' . 

Pemerintah Provinsi Sumatera1 Bara:t melalui SKPD terkait dan 
Stake Holder, melakukan, mekanisme pembahasan sesuai dengan 
ketentuan, didapatkan ~esepakatan beberapa perubahan guna 
penyempurnaan muatan Fian slJ,bstal:)si dari Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pemanfataa.n ldap Pen~naann Bagian Jalan, maka 
selanjutnya Panitia Khusus dap~t meqyimpulkan beberapa hal sbb: 

' I I 

1. Semula Ranperda tentang PeptanfJatan dan Penggunaan Bagian 
yang disampaikan oleh Petp.erintah Provinsi Sumatera Barat 
ke DPRD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 11 (sebelas) Bab 
dan 65 pasal, sesuat dengan ha.sil pembahasan ditetapkan 
dan disepakati menjcidi 13 Bab dt;~n 69 pasaL Terjadt 
penambahan 2 Bab dan 4 pasal, sehingga semaktn mantap 

' ' Ranperda ini untuk dite.>ta.J:1kan menjadi Peraturan Daerah. 
I 

I I ' 2. Rancangan Peratj.lran Daerah tentang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian telah memenuhi persyaratan daH semua 
aspek untuk ditetapkan lenjadi Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Barat tentang Pemanfaataan dan Penggunaan 
Bagian Jalan. !, · 

3. Diperlukan komitmen 'dan sinergitas serta koordinasi dalam 
Implementasi dan ~plikasi P~raturan Daerah tentang 
Pe!llanfaatan dan . Pertggurllaan Bag;i.an Jalan sehingga Perda ini 
dapat dilaksanakan secara toWita$; maka selanjutnya pelayanan 
kepada rakyat dibidang ' trbspo:r!tasi beijalan dengan baik, 
sukses dan lancar. I i ' 
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I 
4. Peratura~ Daerah tentang Pet·. anfaatan dan Penggunaan Bagian 

jalart nanti akan menjadi cuan1 
· dan payung hukum bagi 

, I 

Pemerintah Kabupaten/Kota 'dalatrt rangka membuat regulasi 

tentang Penataan dan Penertiban Jalflll KabupatenfKota. 

B. Saran. 
i i 

Setelah Panitia Khusus melakukkn mekanisme pembahasan sesuai 
' 

ketentuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui 

SKPD terkait dan Stake Holder, didapatkan kesekapatan beberapa 

perubahan guna penyempilmaan muatan dan substansi d,ari 

Rancangan Peraturan Daer$ tentang Pemanfaatan dan 
' 

Penggunaan Bagian Jalan 1 mtJ<a selanjutnya Panitia Khusus 1 

menyarankan beberapa hal sbb f 

1. Setelah Ranperda ini diteta~kan lmenjadi Perda agar segera 

Pemerintah Provinsi Sumaterd1 Barat menyusun dan menerbitkan 

Peraturan Pelaksanaan~ya yaitu Peraturan Gubemur sehingga 

Perda ini dapat diimp!enl.entasikan dan diaplikasikan. 
. I 

2. Setelah diterbitkan Peraturani Gubetnur sebagai pelaksana dari 

Perda tentang Pemanfaatan dan Pertggunaan Bagian Jalan, agar 
I 

' segera Pemerintah Provinsi : Sumatera Barat (SKPD) terkait 

mengimplementasikan dan mengaplikasikan sehingga hasil dan 

sasaran yang ingin diqapai dalam rartgka Penataan dan 
I ' 

Penertiban jalan di Provinsi 1 Sumatera Barat kedepan dapat 

memenuhi harapan kita bers · a. 

3. Diharapkan Pemerintah Sumatera Barat segera 

melakukan sosialisasi Peratur Daerah ini kepada Stake Holder 

dan Instansi terkait untU:k d 1pat ~pedomani dan dilaksanakan 

sesuai dengan muatan I dan substansi dari Peraturan Daerah 

ten tang Pemanfaatan da~ Ptggunaan Bagian Jalan. 

4. Agar segera disosialisasi~ Pera~uran Daerah ini kepada 
. 11 

Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga nanti dapat menjadi 
I acuan dan payung hukum serta pedoman dalam menetapkan 

Peraturan Daerah yang : sama pada masing-masing 

Kabupaten/ Kota. 
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V. PENUTUP. . 'I 
Demikian, laporan hasil pemba~a~an inil disampaikan, semoga dapat 

menjadi bahan pertim:bangan 1 b~gi Pi.nlpinan dalam menentukan 

langkah-langkah kebijakan selanju~ya. I 
Semoga Allah SWT memberikan berkah dan hidayah-Nya kepada kita 

bersama. Amin. I 

I 

Wabbilahitaufik walhidayah As~alamualaikum Wr.Wb. 
I I 

I 

I 

I Padang, 3 Agustus 2015. 

I 
Panitia Khusus Pem~ahasan Ranperda 

Provlnsi Sumatera :Barat 
ten tang 

Pemanfaata:a. dan, Penggu:a.aa~ Bagian Jalan 

IsmunaDdi ~ofyan, SE 

I 

I 
I 

.I 

il 

Sekretaris 

Irwan Afriadi 

-
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FRAKSIPARTAIGOLKAR 
i : I 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMA~ERA BARAT 

.lin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592- ~7593 Fax. (0751) 443391 Padang 25\33 

I 
. I . 

PENDAPAT 4KHIR. 
FRAKSI PARTAI GOLKAR 

DPRD PROVINSI ~Ui' ATERA BARAT 
TERHAD P 

RANCANGAN PERAT. RAN DAERAH 
TENTANG 

' 
1. PENYELENGGARAAN PEL4YANAN PUBLIK. 
2. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN 

PERUSAHAAN. . i 
3. PEMANFAATAN DAN iPSN GUNAAN SAHAGIAN JALAN. 

~' .. ' .. r.. ·- ·· ... IJ _,_f 

.-Y!. ::?. , xrt ~"·-'- ,... ... ..:;, ...........-:. 1\ ..u0(,.fJ.> ~__, : ._r>------
Yang Kami Hormati: . ~ ,.. {..a, J . 

'{.J .>;\..•)..~ .{,.~ _. ""' ~["A 1 : I 

Sdr. Gubernur1 Pimpinan elan $eluquh nggota DPRD Provinsi Sumatera 
Barat. i · 

Sdr. Anggota Forum Komunikasi ·Pi . pi nan Daerah Provinsi ~umatera 
Barat. . 

x Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan sJJma~ra B~rat 
Sdr. Sekretaris ~rah, Asisten1 Keipala Badan/Dinas/Kantor/Biro di 

Lingkup Pemerintah Provinsi rumatera Barat serta Pimpinan 
BUMN/BUMD. . · 

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan 
hadirin yang kami muliakan. 

I 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadi~in yang kami hormati, 

Pertama-tama marilah kita panjatkan PI!Jji dan Syukur ke hadirat Allah SVVT 

yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir 

diruang sidans; yang terhormat ini drlam rangka melaksanakan Rapat 

paripurna penyampaian ?endapat ,t.;khir Fraksi terhadapA Rancangan 
I 

Peraturan Daerah t!e~ :;r1·'"'a"; w.,..~, ·f': ~<V· ;,;:, lfL,I ~-~ r~~ 
' 

1. Penyelenggara~'l pelayanan publik. i 
' ' 

2. Tanggung jawabsosial dan lingkungan perusahaan. 

3. Pemanfaata.n dan penggunaan bagi~n ]alan. 
• ' I , I 

! 
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Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, 
I 

Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para 
I , 

pengikutnya yang telah membawa ~matrya dari zaman kegelapan kepada 

zaman yang berilmu pengetahuan i~i. A~1miin. 
' ' 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadlrih yang kami hormati, 
' I 

Terlebih dahulu, kami menyampai~anj t~rima kasih kepad~ Pimpinan yang 

telah memberikan kesempatan kepaba Fraks1 Partat Golkar untuk 

menyampaikan Pendapat Akhir pada Rabat Paripurna DPRD Prov. Sumbar 
I 

di ruangan yang terhormat ini. 

Selanjutnya saya secara pribadi menguqapkan terima kasih kepada rekan­

rekan Fraksi Partai Golkar yang telah rnemberikan kesempatan dan 
' kepercayaan untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini. 

! 
I . 

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, 'Haclirin Sidang Paripurna yang 

berbahagia, 

l<ami dari Fraksi Partai Golkar menya1paika~ terima kasih dan apresiasi 

kepada masing - masing Panitia Kh~f.ur yang telah merampungkan ketiga 

Ranperda ini dipenghujung masa jab1tan Saudara Gubernur dan Wakil 

Gubernur masa Jabatan 2010 - 2d1s, 1 dan terhadap 1 ( satu) Ranperda 
' 

lagi yaitu tentang Nagari dan Pansus Pembahasan permasalahan SUMO 

Mil!k Pemerintah Provinsi Sumate$ arat ,karrd setuju untu~ diberikan 

waktu lagi kepada Pansus untuk mehye purnpkan pembahasannya. 

Sebelum kami menyampaikan pendapa akhir Fraksi kami terhacjap keti~a 
I ' 

Ranperda tersebut izinkan kami menyampaikan catatan- catatan penting 

sebagai berikut : I 

1. Ranperda tentang penyeleng~araan pelayanan publik. 

Penyelenggaraan pelayanan . publik ini di Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dan di 

masyarakat terhadap 

I 

Kabupaten/kota sangat menentukan image 

baik ban buruknya Penye\enggaraan 
I 



' 
I 

I' 

Pe:merintahan tersebut. Untu~ it . karrji dari Fraksi Partai Golkar 
' I : 

mengharapkan kepada Pemer
1
ihtah!Daerah sebagai berikut: 

a. Kami sarankan kepada i masirg masing SKPD penyelengga'ro. 

Pelayanan Publik harus suda~ membuat SOP kegiatan dan kalau 

sudah ada harus disempurn~kat sesuai dengan Ranperda ini dan 

harus komit menjalankan SOP tersebut. 
I 

b. Menyediakan kotak indek 'kepuasan masyarakat disetiap 
I 

penyelenggara pelayanan publik, ~ dari hasil masukan firi 

masyarakat tersebut minimal ~ekali tiga bulan harus diadakan 
: I 

evaluasi untuk tercapainya lelayanan yang sempur:na denii 

kepuas<;ln masyarakat yang1 dila ani. 

c. Bagi petugas- petugas yang: berhadapc;!n !<;lngsung melayani 

masy<;lrakat bersikaplah seba ai pelayan yang baik dengan 

bersikap ramah, senyum, !:japal dan santun sehingga masyarakat 

yang dilayani dengari kesan pentama sudah merasa senang. 

d. Selanjutnya kami harapkan Pernerintah Provinsi mendorong 
I 

Kabupaten/kota untuk membtJat Perda yang sama bagi yang 

belurn dan rnenyesuaikan dengan Perda Provinsi yang kita 

tetapkan ini. 

2. Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Perusahaan (TJSLP). 

Lingkung~n 
' I 

Kami dari Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya sependapat dengan 

penyernpurnaon yang telah dil,ksanakan oleh Pansus mengenai 

Ranp.erda ini, narnun ada bebera1a hal yang perlu kami pertegas lagi 

yakn1 : , 
; ' 

a. Setelah Perda ini di t~tap an rnaka karni sarankan Pemda 

Provinsi Sumatera BarC~t m'elal i SKPD terkait segera memfasilitasi 

pembentukan Forum ko?rditasi TJSLP yang bertugas untuk 

mengharmonisasikan kigiarn TJSLP dengan i Program 

I i 3 

' 
! 

·I 
I 



' 

Perencanaan Pembangunan Pe~erintah Provinsi sehinggga tidak 

terjadi tumpang tindih. • · I 
b. Badan Perencanaan PembangLnan Daerah diharapkan dapat 

meningkatkan pembinaan, peng~wasan secara berkala dan terus 
' 

menerus terhadap realisasi penll elenggaraan capaian kinerja, dan 
I I. k permasalahan yang dihadaRi P lgram TJSLP serta mengmgat an 

perusahaan yang tidak 
1 
j.nerenuhi tanggung jawap sosi9l 

dilingkungannya masing mrsinl', agar te~sentuh nuraninya untuk 

ikut program TJSLP dimadsud. : 
' ' I I ' 

c. Dengan adanya Perda · TJS P ini diharapkan perusahaan-

perusahaan yang ac;la di' Sw atera , Barat dapat meningkatkan 
I · I 

' I 

partisipasinya da:am peh')b ngunan dalam bentuk TJSLP 
. I 

dibandingkan dengan sebelum fdanva Perda ini. 

3. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian 

Jalan. 
' ' 
I 

Dengan ditetapkannya Ranperdb Pe:-nar:aatan dan Penggunaan 

Bagian Jalan ini menjadi Per~turcn Daerah maka kita sudah 

mempunyai landasan hukum fyang kuat untuk menertibkan 

penggunaan bag ian jalan yang .
1 

ada diseluruh Provinsi Sumatera 

Barat ini, yang selama ini mema . g terl<esan masih belum tertib dan 

sembraut terutama dikawasan p rkotaan. tidak berlebihan rasanya 
I 

bahwa Perda ini sangat dih~rapk n ok~ 1 l masyarakat dan sudah lama 
' ' 

ditunggu - tunggu kehadiran~ya/. Ag;,,- Perda ini mencapai sasaran 

dan efektif pelaksanaannya maka kami dari Fraksi Partai Golkar 
I 

menyarankan hal· hal sebagai betikut • 

a. Agar Pemerintah Daerah men9oror~] lahirnya Perda yang sama di 

l<abupaten/kota dan diharapkcln Prrda Prc,vinsi ini sebagai payung 
' 

hukum sedangkan Perda ysng 1ebii1 aplikatif adalah Perpa 
i 

l<abupaten da 1 kota yang adaidi Su:natera Barat. 
i 
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b. Sebagai acuan dari pelaksanaan, dari Perda ini diharapkan kepada 
I 

Saudara Gubernur agar segera I[T'lengeluar·kan Peraturan Gubernur 

dalam waktu paling lama ~nam Bulan setelah Perda ini 

ditetapkan. I 

c. Kami dari FrakSi Partai Golkar menghara;Jkan kepada Pemerintah 
i 

oaerah setela n Perda in\ ditr' tapl:an secora berangsur angsur 

namun pasti telah berusaha • untuk menertibkan bangunan -

bangunan yang ada dalam Oae~ah milik alan, pedangan kaki lima 

yang memanfa3tkan tro~to9r serta menempatkan papan iklan, 
I I 

spanduk, baiihc•, termasuk ~ali~o calon-calon Kepala Daerah yang 

ditempatkan disembarangan ltempat yang dapat menganggu 

ketertiban, kebersihan dan keiridahan (K3). 
. I 

Untuk penertiban ini kami serankan agar pemanfaatan po\isi 
I 

Pamong Praja dengan \;>el<erj1
1 

sama dengan Anggota Polri d~n 
pihak terkait lainnya. ·I · 1 . I 

. ' i ' ' 
Berlandaskan clengan apa 1yan telah kami sampaikan diatas maka 

dengan mengucapkan Bi~mi\1 1 hirranmanirahim kami dari Fraksi 
I, , • . 

Partai Goll<ar menerima dan menyetujui Ranperda 

penyelenggaraan p~\aya'na111 pub!ik, tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan s~rtJ pemanfaatan dan penggunaan 

bagian jalan untuk ditetapka~ menjadi Peraturan Oaerah. 

Sebelum kamr ·mengakhiri pJnda::·at c.khir ini izinkan kami dari 

Fraksi Par·ta! Golkar menyamj::"'ikar' bahwa dalam rangka 

pelaksanaarl Pemerintahan dlaere:h ci Provinsi Sum!atera Barat 
I 
I 

menyampaikan kepada pimpihan DPR:"), sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri ~o. ~2 -:-c:hurl 2015 tentand pedo~an 
penyusunan APBD Tahur\: 20l6, ':;.:;hwasanya Pemerintah Provinsi 

. I 
Sumatera Barat dan DPRD Pnovinsi Sumatera Barat sudah harus 

I 

' 
menandatanc;ani nota kesepakate:r1 KUA PPAS Tahun 2016 pada 

akhir bulan juli 2015, · ~an di!i:njutkan dengan tahapan 
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pe~bahasan RAPBD. Sementara! sampai dengan saat ini Gubernur 

belum menyampaikan nota petgantar· KUA PPAS Tahun 2016! 

Untuk itu dalam rangka metaksanakan fungsi keDewanan, dengan 

ini kami mengajak pimplnarl dan Anggota DPRD Provinsi 
I 

Sumatera Barat untuk lebih Pro aktif mengingatkan dan mengajak 

Gubernur Sumatera Barat kira ya dcpc:t melakukan percepatan 

pelaksanaan tugas pemerinta1ha di Bidang Anggaran ( budgetting 

), sehingga APBD Provinsi atera Ba~at Tahun 2016 dapat 

ditetapkan paca waktunya. 

Sdr. Gubernur1 Sdr. l<,~tl.,la, Hadirin~· ans ka:·ni muliakan, 

Demikianlah Pendapat Akhir ini ka i sc-:rp:::ikan, terima kasih atas 
! 

perhatian, mohon maaf jika ada kesal$han :Jtiw tutur kata yarig kurang 
I 

berkenan. I 

Wabillahittaufiql Walhidayah 
I 

1: ::?:-' >-: rt ~. , ·~· / ,_:; . < , ..c, 1:5 -_., • ~ .....:r, • r - f. > . _ _::_~L 
~!./,1 .,.............., - /' -

Padang, 5 Agystus 2015 

FRAKSI PPIRT~I GOLKAR 
DPRD PROVINSI 'SUMATERA BARAT 

~ .. :::-··.--::r::·. 
,:::;;(~1· · 1 /~ekretari~, 
J./ ( . ( /1 

• • I I 
I 

IZAL, SJi. 
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